BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian, dan menganalisis fenomena sanksi atas nasabah
mampu menunda pembayaran pembiayaan di BMT Harum Kepatihan

Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembiayaan di
BMT Harum Kepatihan Tulungagung terdapat beberapa bentuk sanksi
yaitu musyawarah, teguran, surat peringatan,  blacklist untuk
pengajuan pembiayaan berikutnya, denda dan eksekusi jaminan.
Kriteria penentuaan nasabah yang dikenakan sanksi denda dilihat dari
kondisi rumah, harta yang dimiliki, usaha yang dimiliki, dan
keterangan tetangga. Faktor yang menyebabkan nasabah menunda
pembayaran yaitu faktor tidak ada iktikad baik dari nasabah atau lalali,
faktor ekonomi dan keluarga. Praktik pelaksanaan denda di BMT
Harum jika nasabah telat membayar selama dua kali angsuran dan
eksekusi jaminan akan dilaksanakan jika menunda sampai 3 kali
angsuran sesuai yang tertera dalam akad awal perjanjian. Praktik
pemberlakuan sanksi denda maupun eksekusi jaminan hanya bagi
nasabah mampu saja, jika ada orang yang kesulitan membayar
angsuran maka pihak BMT Harum tidak akan menjatuhi sanksi

tersebut. Yang mana sampai saat ini masih banyak nasabah yang
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melakukan penundaan pembayaran dan pihak BMT Harum
menerapkan sanksi tersebut.

Sanksi atas nasabah yang mampu membayar tetapi menunda
pembayaran dalam perspektif magashid syariah fil muamalah
diperbolehkan, dilihat dari tujuan BMT Harum mengenakan sanksi,
bahwa dengan menerapkan sanksi berupa denda dan eksekusi jaminan
ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi nasabah yang lalai
melaksanakan kewajibannya agar tidak mengulangi perbuatannya
kembali dan untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang
melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Hasil yang
terkumpul dari denda ini pun disalurkan untuk dana sosial dalm bentuk
sumbangan pendidikan ataupun kesehatan diwilayah Tulungagung,
sehingga dari dana denda tersebut dapat dirasakan oleh setiap
masyarakat yang membutuhkan, serta untuk sanksi berupa eksekusi
jaminan untuk menutup utang nasabah tersebut jika sisa uangnya akan

dikembalikan.

B. Saran

1.

Untuk pihak BMT Harum Kepatihan agar mengedepankan dan
menjaga nilai-nilai ke syariahan terhadap produk pembiyaan maupun
produk simpanan yang ada, khususnya produk pembiayaan dan
pembebanan sanksi kepada nasabah agar tetap tercapainya tingkatan

magashid syariah.



2.
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BMT Harum Kepatihan Tulungagung seharusnya dalam melakukan
akad dilakukan dengan berhati-hati supaya setiap akad pembiayaan
yang dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa dsn
mui.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah objek
untuk diteliti, tidak hanya terpaku pada satu produk dalam satu lembaga
keuangan saja. Juga menambah aspek-aspek pemeliharaan yang lain
seperti halnya agama, jiwa, keturunan maupun akal. Mengingat

magashid syariah sendiri masih cukup luas untuk dikaji.



